
  

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

NOMOR 10  TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  BANDUNG NOMOR 85 TAHUN 
2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG, 

Menimbang : a.  bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur 

dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 

tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; 

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan 

Pelaksana pada Inspektorat Daerah sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah 

dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, 

dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7040); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan 

Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1047); 

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan 

Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 

12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 92); 

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2024 Nomor 90). 

     

                   MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 85 TAHUN 2023 

TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT 

DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 

Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 234), diubah sebagai 

berikut: 
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1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Pada Inspektorat terdapat Pelaksana, sebagai berikut: 

a. Sekretaris, sebagai berikut: 

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan, 

sebagai berikut: 

a) Penelaah Teknis Kebijakan; 

b) Pengolah Data dan Informasi;  

c) Pengadministrasi Perkantoran; dan 

d) Pengelola Umum Operasional. 

2. Penelaah Teknis Kebijakan; dan 

3. Pengolah Data dan Informasi. 

(2) Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. Penelaah Teknis Kebijakan, pada: 

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam 

rangka penyiapan bahan analisa sumber daya 

manusia aparatur, perbendaharaan, dan penata 

laporan keuangan; dan 

2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam 

rangka penyiapan bahan analisa pengawasan, dan 

analisa perencanaan anggaran. 

b. Pengolah Data dan Informasi pada: 

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam 

rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan 

dokumentasi, pengelolaan pemanfaatan barang milik 

daerah, dan verifikator keuangan; dan 

2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam 

rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan 

program dan kegiatan, pengelolaan data administrasi 

dan bimbingan pemeriksaan, pengelolaan data 

temuan pengawasan, pengelolaan data. 

c. Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian 

Administrasi Umum dan Keuangan dan Sekretariat 

melaksanakan kegiatan dukungan administrasi 

perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik 

(customer service) di bidang administrasi umum. 

d. Pengelola Umum Operasional pada Sekretariat 

melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. 

 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 

Ditetapkan di Soreang 

pada tanggal 14 Januari 2025 

 

BUPATI  BANDUNG, 

 

ttd. 

 

 

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 14 Januari 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG, 

 

               ttd. 

 

 

CAKRA AMIYANA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 10 

 

 

salinan sesuai dengan aslinya 

 

 


